
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

BAGIAN KERJA SAMA SETDA KABUPATEN LAMONGAN



TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN KERJA SAMA:
Peraturan Bupati Lamongan No. 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta  Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

TUGAS :
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan pelaksanaan
pembinaan administrasi di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi
kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama.

FUNGSI :
a. penyusunan program fasilitasi dan koordinasi kebijakan daerah lingkup

pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerjasama dalam negeri,

kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;
c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang

kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;
d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di

bidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;
e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;
f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerjasama; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
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DUKUNGAN KINERJA BAGIAN KERJA SAMA
TERHADAP RPJMD TAHUN 2016-2021

1. Menggunakan dokumen perencanaan pembangunan Bagian Pemerintahan Setda Kab. Lamongan dalam
menjalankan arah/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis mengenai kebijakan umum dan program
pembangunan daerah kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan (2020-2021).

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bagi unit kerja Bagian Kerja Sama
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

SASARAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA

FORMULASI PERHITUNGAN
TARGET

2017 2018 2019 2020 2021

Terwujudnya kebijakan 
strategis bidang 

pemerintahan umum

Prosentase 
kebijakan strategis 

bidang 
pemerintahan 

umum

Jumlah kebijakan 
strategis tata 
pemerintahan 

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya kinerja 
pelayanan publik

Indeks Kepuasan 
Masyarakat

Indeks Kepuasan 
Masyarakat

100% 100% 100% 100% 100%

3



No Indikator Formulasi Sumber Data

1. Prosentase Fasilitasi Kerja Sama
Dalam Negeri yang dilakukan

Jml kerja sama dalam negeri yang ditindaklanjuti x 

100 %

Jml kerja sama dalam negeri

Subbag Fasilitasi Kerja 
Sama Dalam Negeri

2. Prosentase Fasilitasi Kerja Sama
Luar Negeri yang dilakukan

Jml kerja sama luar negeri yang ditindaklanjuti x  

100 %

Jml kerja sama luar negeri

Subbag Fasilitasi Kerja 
Sama

Luar Negeri

3. Prosentase Evaluasi Kerja Sama
Jml evaluasi dan pelaporan kerja sama ditindaklanjuti x  

100 %

Jml evaluasi dan pelaporan kerja sama

Subbag Evaluasi Kerja
Sama

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAGIAN KERJA 
SAMA
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Kegiatan Target

1.  Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Perangkat Daerah dalam  
penyelenggaraan kerja sama antar daerah

90 Orang

2.  Fasilitasi perumusan kebijakan kerja sama daerah 1 Kegiatan

3.  Fasilitasi dan koordinasi kerja sama luar negeri dan antar lembaga 1 Kegiatan

4.  Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Perangkat Daerah dalam 

penyelenggaraan kerja sama luar negeri dan antar lembaga
90 Orang

5.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama 1 Kegiatan

INTEGRASI PERENCANAAN KINERJA BAGIAN KERJA SAMA TAHUN 
2020
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STRATEGI PENCAPAIAN IKU

Kesepakatan Bersama
Permasalahan :
Masih belum dipahami proses penyelenggaraan kerja sama oleh perangkat daerah

Nota Kesepakatan Sinergi
Permasalahan :
Terdapat  Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi belum lengkap dokumennya

Perjanjian Kerja Sama Permasalahan :
Terdapat perangkat daerah yang tidak membuat Laporan  penyelenggaraan kerja 
sama
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PROSES
MANAJEMEN

PROSES
BISNIS INTI

PROSES
BISNIS 

PENDUKUNG

1.Pengelola Kinerja Anggaran
2. Kapasitas Internal
3. Pengelola Resiko

1.Prosentase Kebijakan Kerja 
Sama yang ditindaklanjuti

2.Prosentase kunjungan dalam 
kerja sama daerah

3.Evaluasi dan Pelaporan Kerja 
Sama 

1. Perundang- Undangan (
Tupoksi)

2. Kompetensi SDM Pegawai
3. Ketersedian Anggaran
4. Perencanaan yang baik

Tujuan :
Meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
dan Pelayanan Publik

Hasil :
1. KSB (Kesepakatan 

Bersama) Bupati ;
2. PKS yang dilakukan; 

dan
3. Nota Kesepakatan 

Sinergi dengan 
pemerintah pusat 
atau antar lembaga.

Outcome :
1.   Mewujudkan 

Kelembagaan yang 
efektif dan efisien

2.  Mewujudkan Kualitas 
Pelayanan Publik

3.  Mewujudkan 
Akuntabilitas Kinerja
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Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan 
Akuntabel untuk Peningkatan Pelayanan Publik

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung Birokrasi 
yang efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik

PROSES BISNIS INTI

Penyiapa
n bahan 
koordina
si bidang 

terkait

Monitori
ng, 

kegiatan 
bidang 
terkait

Penyiapa
n bahan 
koordina
si bidang 

terkait

Dokume
n 

perenca
naan 

bidang 
terkait

evaluasi 
dan 

pelapora
n 

kegiatan 
bidang 
terkait

Monitori
ng, 

kegiatan 
bidang 
terkait

Dokume
n 

perenca
naan 

bidang 
terkait

Dokumen 
evaluasi  

dan 
pelapora
n bidang 
terkait
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Mewujudkan kebijakan strategis bidang kerja sama dalam 
negeri

Penyiapan bahan 
koordinasi bidang 

terkait

Monitoring, kegiatan 
bidang terkait

Dokumen perencanaan 
bidang terkait

Menyusu
n 

Kebijaka
n KSB 

dan PKS

Draft 
KSB dan 

PKS

Monitorin
g Kerja 
Sama 

Daerah

Fasilitasi 
Kerja 
Sama 

Daerah

Pembinaa
n Aparatur 
Perangkat 

Daerah 
dalam 
Kerja 
Sama 
Dalam 
Negeri

Penyusu
nan KSB 
dan PKS

Proses Bisnis  Inti Level 2 s.d Level 4
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Mewujudkan kebijakan strategis bidang kerja sama luar negeri

Penyiapan bahan 
koordinasi bidang 

terkait

Monitoring, kegiatan 
bidang terkait

Dokumen perencanaan 
bidang terkait

Menyusu
n 

Kebijaka
nKSB 

dan PKS

Draft 
KSB dan 

PKS

Proses Bisnis  Inti Level 2 s.d Level 4

Penyiapan bahan 
koordinasi bidang 

terkait

Monitoring, kegiatan 
bidang terkait

Dokumen perencanaan 
bidang terkait

Monitorin
g Kerja 
Sama 

Daerah

Fasilitasi 
Kerja 
Sama 

Daerah

Pembinaa
n Aparatur 
Perangkat 

Daerah 
dalam 
Kerja 

Sama Luar 
Negeri

Penyusu
nan KSB 
dan PKS

1
0



Mewujudkan bidang evaluasi dan pelaporan kerja sama

evaluasi dan pelaporan 
kegiatan bidang terkait

Dokumen evaluasi  dan 
pelaporan bidang 

terkait

Evaluasi 
Kebijaka
n Kerja 
Sama

Evaluasi 
Penyelen
ggaraan 

Kerja 
Sama

Penyusun
an 

Rencana 
Kerja 
Sama

Hasil 
Evaluasi 

Kerja 
Sama

Proses Bisnis  Inti Level 2 s.d Level 4

1
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Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan 
pelayanan publik

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatkan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik
Indikator :  Pelayanan Publik yang Baik

Meningkatkan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik
Indikator :  Pelayanan Publik yang Baik

Mewujudkan Kebijakan Strategis Bidang Pemerintahan Umum
Indikator : Prosentase Kebijakan Bidang Kerja Sama

Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Stategis Bidang Kerja Sama 
Indikator :
1. Prosentase Kebijakan Kerja Sama yang ditindaklanjuti
2. Jumlah Kunjungan dalam Kerja Sama Daerah
3. Evaluasi dan pelaporan Kerja Sama

CASCADING

1
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KaSubbag Fasilitasi 
Kerja Sama Dalam 

Negeri

KaSubbag Fasilitasi 
Kerja Sama Luar 

Negeri

Kasubbag Evaluasi 
Kerja Sama

Peningkatan kapasitas
SDM Aparatur
Perangkat Daerah
dalam
penyelenggaraan
kerja sama antar
daerah

Indikator : Jumlah
Aparatur Perangkat
Daerah yang
mengikuti
Peningkatan SDM
Aparatur Perangkat
Daerah dalam
penyelenggaraan
kerja sama antar
daerah

Fasilitasi
perumusan
kebijakan kerja
sama daerah

Indikator :
Jumlah Fasilitasi
perumusan
kebijakan kerja
sama daerah yang
terwujud

Fasilitasi dan
koordinasi kerja
sama luar negeri
dan antar
lembaga

Indikator : Jumlah
Fasilitasi dan
koordinasi kerja
sama luar negeri
dan antar
lembaga yang
terwujud

Monitoring, 
evaluasi dan 
pelaporan 
pelaksanaan kerja 
sama
Indikator Jumlah 
monitoring, 
evaluasi dan 
pelaporan 
pelaksanaan kerja 
sama yang 
terwujud

1. Pembinaan Aparatur 
Perangkat Daerah 
dalam Kerja Sama 
Dalam Negeri

Indikator :Jumlah aparatur 
perangkat daerah yang 
mengikuti peningkatan 
kapasitas SDM aparatur 
pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan  kerja sama 
dalam negeri
2. Penyusunan KSB dan 
PKS
Indikator : Jumlah 

penyusunan KSB dan PKS 
yang ditindaklanjuti

3. Monitoring Kerja 
Sama Daerah

Indikator : Jumlah 
monitoring kerja saa

1. Menyusun 
Kebijakan KSB dan 
PKS

Indikator : Jumlah KSB 
dan PKS yang 
ditindaklanjuti

2. Draft KSB dan PKS
Indikator : Jumlah draft 

KSB dan PKS yang 
dibuat

3. Fasilitasi Kerja 
Sama Daerah

Indikator : Jumlah 
fasilitasi kerja sama 
daerah yang 
ditindak lanjuti

1. Menyusun 
KebijakanKSB dan 
PKS 
Indikator : Jumlah 
kebijakan KSB dan PKS 
yang ditindaklanjuti
4. Draft KSB dan 
PKS
Indikator : Jumlah 
draft KSB dan PKS 
yang dibuat
Monitoring Kerja 
Sama Daerah
Indikator : Jumlah 
monitoring kerja saa

1.Evaluasi Kebijakan 
Kerja Sama

Indikator : Jumlah evaluasi 
kebijakan kerja sama
2. Evaluasi 

Penyelenggaraan Kerja 
Sama

Indikator : Jumlah evaluasi 
penyelenggaraan kerja sama

3. Penyusunan Rencana 
Kerja Sama

Indikator : Jumlah penyusunan 
rencana kerja sama

4. Hasil Evaluasi Kerja 
Sama

Indikator : Jumlah evaluasi  
kerja sama yang 
dihasilkan

KEGIATAN

Peningkatan 
kapasitas SDM 
Aparatur Perangkat 
Daerah dalam 
penyelenggaraan 
kerja sama luar 
negeri dan antar 
lembaga
Indikator : Jumlah 
Aparatur Perangkat 
Daerah yang mengikuti  
peningkatan kapasitas  
SDM Aparatur perangkat 
daerah dalam 
penyelenggaraan kerja 
sama luar negeri dan 
antar lembaga1. Fasilitasi Kerja Sama 

Daerah
Indikator : Jumlah fasilitasi kerja 

sama yang ditindaklanjuti

2. Pembinaan Aparatur 
Perangkat Daerah 
dalam Kerja Sama Luar 
Negeri

Indikator : Jumlah aparatur 
perangkat daerah yang 
mengikuti peningkatan  
kapasita SDM dalam 
penyelenggaraan  kerja sama 
luar negeri

3. Penyusunan KSB dan 
PKS

Indikator : Jumlah 
fpenyusunan KSB dan 
PKS yang ditindaklanjuti

Lanjutan
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KEPALA BAGIAN KERJA 
SAMA

KASUBBAG 
FASLITASI KERJA 
SAMA DALAM 

NEGERI

KASUBBAG 
FASILITASI KERJA 

SAMA LUAR 
NEGERI

KASUBBAG 
EVALUASI KERJA 

SAMA

SOTK 
2020

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang 
Profesional dan Akuntabel untuk Peningkatan 

Pelayanan Publik

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas 
dengan didukung Birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu 

memberikan pelayanan publik yang lebih baik

PROSES BISNIS INTI

Penyi
apan 
baha

n 
koord
inasi 
bidan

g 
terkai

t

Monit
oring, 
kegia
tan 

bidan
g 

terkai
t

Penyi
apan 
baha

n 
koord
inasi 
bidan

g 
terkai

t

Doku
men 

peren
canaa

n 
bidan

g 
terkai

t

evalua
si dan 
pelapo

ran 
kegiat

an 
bidang 
terkait

Monit
oring, 
kegia
tan 

bidan
g 

terkai
t

Doku
men 

peren
canaa

n 
bidan

g 
terkai

t

Dokum
en 

evalua
si  dan 
pelapo

ran 
bidang 
terkait
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LEVEL O LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4

Meningkatkan Tata 
Kelola Pemerintahan 
yang Profesional dan 
Akuntabel untuk 
Peningkatan 
Pelayanan Publik

Terwujudnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang 
berkualitas dengan 
didukung Birokrasi 
yang efektif dan 
efisien serta mampu 
memberikan 
pelayanan publik 
yang lebih baik

Mewujudkan 
kebijakan strategis 
bidang kerja sama 
dalam negeri

1. Penyiapan bahan koordinasi 
bidang terkait

2. Monitoring, kegiatan bidang 
terkait

3. Dokumen perencanaan 
bidang terkait

- Menyusun Kebijakan 
KSB dan PKS

- Draft KSB dan PKS
- Monitoring Kerja Sama 

Daerah
- Fasilitasi Kerja Sama 

Daerah
- Pembinaan Aparatur 

Perangkat Daerah 
dalam Kerja Sama 
Dalam Negeri

- Penyusunan KSB dan 
PKS

Mewujudkan 
kebijakan strategis 
bidang kerja sama 
luar negeri

1. Penyiapan bahan koordinasi 
bidang terkait

2. Monitoring, kegiatan bidang 
terkait

3. Dokumen perencanaan 
bidang terkait

- Menyusun KebijakanKSB 
dan PKS

- Draft KSB dan PKS
- Monitoring Kerja Sama 

Daerah
- Fasilitasi Kerja Sama 

Daerah
- Pembinaan Aparatur 

Perangkat Daerah 
dalam Kerja Sama Luar 
Negeri

- Penyusunan KSB dan 
PKS

Mewujudkan bidang 
evaluasi dan 
pelaporan kerja sama

1. evaluasi dan pelaporan 
kegiatan bidang terkait

2. Dokumen evaluasi  dan 
pelaporan bidang terkait

- Evaluasi Kebijakan Kerja 
Sama

- Evaluasi 
Penyelenggaraan Kerja 
Sama

- Penyusunan Rencana 
Kerja Sama

- Hasil Evaluasi Kerja 

L O G I C  M O D E L

1
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POHON KINERJA

Indikator :
1. Prosentase Kerja Sama yang ditindaklanjuti
2. Jumlah kunjungan dalam kerja sama daerah
3. Evaluasi dan Pelaporan Kerja Sama 

Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Daerah Dalam Lingkup 
Penyelenggaraan Kerja Sama 

Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM 
Aparatur Perangkat Daerah dalam 
penyelenggaraan kerja sama antar daerah

Indikator Kegiatan :
Jml aparatur perangkat daerah yang mengikuti 
peningkatan kapasitas SDM aparatur 
perangkat daerah dalam penyelenggaraan 
kerja sama daerah 

Kegiatan Fasilitasi perumusan kebijakan 
kerja sama daerah

Indikator Kegiatan :
Jml  fasilitasi perumusan kebijakan kerja sama 
daerah yang terwujud

Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi kerja 
sama luar negeri dan antar lembaga

Indikator Kegiatan :
Jml fasilitasi dan koordinasi kerja sama luar 
negeri dan antar lembaga yang terwujud

Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM 
Aparatur Perangkat Daerah dalam 
penyelenggaraan kerja sama luar negeri 
dan antar lembaga

Indikator Kegiatan :
Jml peserta bintek penyelenggaraan 
pelayanan publik

ESELON IV
Subbag Fasilitasi Kerja Sama 

Dalam Negeri

ESELON IV
Subbag Fasilitasi Kerja Sama 

Luar Negeri

ESELON IV
Subbag Evaluasi Kerja Sama

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan kerja sama

Indikator Kegiatan :
Jml  monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kerja sama

1
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Indikator Kinerja :

• Jumlah pengelola kegtn. Peningkatan 

kapasitas SDM

• Jumlah pengelola Kegtn. Fasilitasi 

perumusan

• Jumlah dokumen pengeluaran kegtn yang 

dibuat

Indikator Kinerja :

• Jumlah rumusan konsep 

rancangan kerja sama

• Jumlah pengelola kegtn. 

Peningkatan kapasitas SDM

• Jumlah pengelola kegtn. Fasilitasi 

dan Koordinasi

Indikator Kinerja :

• Jumlah pengelola surat

• Jumlah pengelola kepegawaian

• Jumlah dokumen gaji yang dibuat

• Jumlah pengelola program dan kegtn.

• Jumlah pengelola data

• Jumlah pengelola kegtn. Monitoring dan 

Evaluasi

STAF Pengelola Kegtn. 
Peningkatan Kapasitas SDM

Pengelola Kegtn. Fasilitasi 
Perumusan

Pembantu Bendahara 
Pengeluaran

STAF Analisa Kerja Sama

Pengelola Kegtn. 
Peningkatan Kapasitas SDM

Pengelola Kegtn. Fasilitasi 
dan Koordinasi

STAF Pengelola Surat

Pengelola Kepegawaian

Pembantu Bendahara Gaji

Pengelola Program dan Kegtn.

Pengelola Data

Pengelola Kegtn. Monitoring dan 
Evaluasi

1
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N
O

TUJUAN BAG. 
KERJA SAMA

SASARAN BAG. 
KERJA SAMA

KEGIATAN BAG. 
KERJA SAMA

TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan Tata Kelola 
Pemerintahan yang 
Profesional dan Akuntabel 
untuk Peningkatan 
Pelayanan Publik

Terwujudnya penyelenggaraan 
pemerintahan yang berkualitas 
dengan didukung Birokrasi yang 
efektif dan efisien serta mampu 
memberikan pelayanan publik 
yang lebih baik

Peningkatan kapasitas 
SDM Aparatur Perangkat 
Daerah dalam 
penyelenggaraan kerja 
sama antar daerah

Untuk Peningkatan kapasitas SDM 
aparatur perangkat daerah dalam 
penyelenggaraan kerja sama antar 
daerah yang dilakukan oleh perangkat 
daerah sesuai tugas dan fungsinya

Fasilitasi perumusan 
kebijakan kerja sama 
daerah

Untuk mewujudkan kebijakan strategis 
daerah dalam kerja sama sesuai 
ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku

Fasilitasi dan koordinasi 
kerja sama luar negeri dan 
antar lembaga

Untuk mewujudkan kebijakan strategis 
daerah dalam kerja sama sesuai 
ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku

Peningkatan kapasitas 
SDM Aparatur Perangkat 
Daerah dalam 
penyelenggaraan kerja 
sama luar negeri dan 
antar lembaga

Untuk Peningkatan kapasitas SDM 
aparatur perangkat daerah dalam 
penyelenggaraan kerja sama luar negeri 
dan antar lembaga yang dilakukan oleh
perangkat daerah sesuai tugas dan
fungsinya

Monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan 
kerja sama

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan kerja sama 
sesuai target 

1
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NO PERNYATAAN RESIKO
TINGKAT 

KEMUNGKI
NAN

SKALA KEMUNGKINAN
SANGAT 
JARANG

JARANG
CUKUP 
SERING

SERING
SANGAT 
SERING

1 2 3 4 5

1. Terdapat Naskah kerja sama belum mengikuti ketentuan 
perundangan yang berlaku Jarang - 2 - - -

2. Terdapat  Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi belum 
lengkap dokumennya Jarang - 2 - - -

3. Terdapat perangkat daerah yang tidak membuat Laporan  
penyelenggaraan kerja sama

Jarang
- 2 - - -

PERNYATAAN RESIKO PEMILIK

PENYEBAB

PENGENDALIAN YANG ADA
SISA 

RESIKOSUM
BER

U/C URAIAN

Terdapat Naskah kerja sama 
belum mengikuti ketentuan 
perundangan yang berlaku

Subag 
Fasilitasi 
Kerja Sama 
Dalam 
Negeri

C Masih belum dipahami 
proses penyelenggaraan kerja 
sama oleh perangkat daerah

Meningkatkan kapasitas SDM aparatur 
perangkat daerah penyelenggaraan 
kerja sama

Terdapat  Dokumen Fasilitasi 
dan Koordinasi belum 
lengkap dokumennya

Subbag 
Fasilitasi 
Kerja Sama 
Luar Negeri

C Penyusunan dokumen yang 
belum tertib

Aparatur pelaksana penyusunan 
dokumen dimaksimalkan

Terdapat perangkat daerah 
yang tidak membuat Laporan  
penyelenggaraan kerja sama

Subbag 
Evaluasi Kerja 
Sama

C Masih lemahnya koordinasi Evaluasi dan laporan umpan balik bagi 
perangkat daerah 

PERUMUSAN KRITERIA PENILAIAN RESIKO

1
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PERNYATAAN RESIKO
KEMUNGKINAN DAMPAK TINGKAT 

RESIKO

PENJELAS

ANURAIAN NILAI URAIAN NILAI
1. Terdapat Naskah kerja sama belum mengikuti ketentuan 

perundangan yang berlaku
Jarang 2 Besar 4 8 -

2. Terdapat  Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi belum lengkap 
dokumennya

Jarang 2 Besar 4 8 -

3. Terdapat perangkat daerah yang tidak membuat Laporan  
penyelenggaraan kerja sama Jarang 2 Besar 4 8 -

TINGKAN KEMUNGKINAN TINGKAT DAMPAK

URAIAN KEMUNGKINAN
SANGAT

KECIL
KECIL SEDANG BESAR

SANGAT 
BESAR

1 2 3 4 5

SANGAT SERING 5 - - - - -

SERING 4 - - - - -

CUKUP SERING 2 - - - - -

JARANG 2 - - - 4 -

SANGAT JARANG 1 - - - - -

STATUS DAN PETA RESIKO

PETA RESIKO

2
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NO PERNYATAAN RISIKO URAIAN RTP
TARGET 
WAKTU

PENANGGUNG
JAWAB KET

1. Masih belum dipahami proses 
penyelenggaraan kerja sama oleh 
perangkat daerah

Meningkatkan kapasitas SDM aparatur perangkat 
daerah penyelenggaraan kerja sama

7 bulan Subag Fasilitasi 
Kerja Sama Dalam 
Negeri -

2. Penyusunan dokumen yang belum 
tertib

Aparatur pelaksana penyusunan dokumen 
dimaksimalkan

6 bulan Subbag Fasilitasi 
Kerja Sama Luar 
Negeri -

3. Masih lemahnya koordinasi Evaluasi dan laporan umpan balik bagi perangkat 
daerah 

8 bulan Subbag Evaluasi 
Kerja Sama -

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

2
1



No

Program

Aksi

Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Indikator Target I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Peningkatan kapasitas 
SDM Aparatur 
Perangkat Daerah 
dalam 
penyelenggaraan 
kerja sama antar 
daerah

Jml aparatur perangkat daerah 
yang mengikuti peningkatan 
kapasitas SDM aparatur perangkat 
daerah dalam penyelenggaraan 
kerja sama daerah 

90 orang Pembinaan
peningkatan 
kapasitasSDM 
aparatur perangkat 
daerah

2 Fasilitasi perumusan 
kebijakan kerja sama 
daerah

Jml  fasilitasi perumusan 
kebijakan kerja sama daerah yang 
terwujud

1 
Kegiatan

Fasilitasi dan Rapat 
Koordinasi terkait 
kerja sama

3 Fasilitasi dan 
koordinasi kerja sama 
luar negeri dan antar 
lembaga

Jml fasilitasi dan koordinasi kerja 
sama luar negeri dan antar 
lembaga yang terwujud

1 
Kegiatan

Fasilitasi dan Rapat 
Koordinasi terkait 
kerja sama

4 Peningkatan kapasitas 
SDM Aparatur 
Perangkat Daerah 
dalam 
penyelenggaraan 
kerja sama luar negeri 
dan antar lembaga

Jml aparatur perangkat daerah 
yang mengikuti peningkatan 
kapasitas SDM aparatur perangkat 
daerah dalam penyelenggaraan 
kerja sama luar negeri dan antar 
lembaga

90 Orang Pembinaan
peningkatan 
kapasitasSDM 
aparatur perangkat 
daerah 

5 Monitoring, evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan kerja 
sama

Jml  monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan kerja 
sama

1 
Kegiatan

Monitoring, evaluasi 
dan pelaporan kerja 
sama

RENCANA AKSI BAGIAN KERJA SAMA
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• Pengukuran kinerja dilakukan terhadap Indikator kinerja

Utama (IKU) yang tercantum dalam Penetapan Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dan

RPJMD Kab. Lamongan khususnya terhadap target

kinerja Tahun 2020.

• Capaian kinerja Misi, Tujuan dan Sasaran dari Bagian

Kerja Sama Setda Kabupaten Lamongan, melalui Program

Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Daerah dalam Lingkup

Penyelenggaraan Kerja Sama dengan indikator kinerja

Prosentase Rumusan Kebijakan Daerah dalam Lingkup

Penyelenggaraan Kerja Sama pada Tahun Anggaran 2020

sampai dengan Tribulan I dapat dipaparkan sebagai

2
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NO KEGIATAN INDIKATOR 

KINERJA ANGGARAN

TARGET
REALISASI 

S/D 
TRIBULAN I

% ALOKASI
REALISASI 

S/D 
TRIBULAN I

%

1 Peningkatan Kapasitas SDM 
Aparatur Perangkat Daerah Dalam 
Penyelenggaraan Kerja Sama antar 
Daerah

Jumlah Aparatur Perangkat Daerah 
yang mengikuti kegiatan Fasilitasi 
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 
Perangkat Daerah dalam 
penyelenggaraan Kerja Sama antar 
daerah 

90 orang - 0 125.000.000 5.850.500 4,68

2 Fasilitasi  Perumusan Kebijakan Kerja 
Sama Daerah

Jumlah kegiatan Fasilitasi Perumusan 
Kebijakan  Kerja Sama Daerah yang 
terwujud

1 Kegiatan - 0 225.000.000 0 0,00

3 Fasilitasi dan koordinasi kerja sama 
luar negeri dan antar lembaga

Jumlah LPPD yang di Evaluasi 1 Kegiatan - 0 135.000.000 0 0,00

4 Peningkatan kapasitas SDM 
Aparatur Perangkat Daerah dalam 
penyelenggaraan kerja sama luar 
negeri dan antar lembaga

Jumlah Aparatur Perangkat Daerah 
yang mengikuti kegiatan Fasilitasi 
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 
Perangkat Daerah dalam 
penyelenggaraan Kerja Sama luar 
negeri dan antar lembaga

90 orang - 0 125.000.000 0 0,00

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kerja sama

Jumlah desa yang telah di Monev 
penyelenggaraan PADE-nya

1 Kegiatan - 0 100.000.000 470.000 0,47

JUMLAH 710.000.000 6.320.500 0,89
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NO KEGIATAN INDIKATOR 

KINERJA ANGGARAN

TARGET
REALISASI 

S/D 
TRIBULAN I

% ALOKASI
REALISASI 

S/D 
TRIBULAN II

%

1 Peningkatan Kapasitas SDM 
Aparatur Perangkat Daerah Dalam 
Penyelenggaraan Kerja Sama antar 
Daerah

Jumlah Aparatur Perangkat Daerah 
yang mengikuti kegiatan Fasilitasi 
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 
Perangkat Daerah dalam 
penyelenggaraan Kerja Sama antar 
daerah 

90 orang 5.850.500 4,68 125.000.000 35.478.500 28,38

2 Fasilitasi  Perumusan Kebijakan Kerja 
Sama Daerah

Jumlah kegiatan Fasilitasi Perumusan 
Kebijakan  Kerja Sama Daerah yang 
terwujud

1 Kegiatan - 0 225.000.000 3.773.500 1,68

3 Fasilitasi dan koordinasi kerja sama 
luar negeri dan antar lembaga

Jumlah LPPD yang di Evaluasi 1 Kegiatan - 0 135.000.000 6.520.000 4,83

4 Peningkatan kapasitas SDM 
Aparatur Perangkat Daerah dalam 
penyelenggaraan kerja sama luar 
negeri dan antar lembaga

Jumlah Aparatur Perangkat Daerah 
yang mengikuti kegiatan Fasilitasi 
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 
Perangkat Daerah dalam 
penyelenggaraan Kerja Sama luar 
negeri dan antar lembaga

90 orang - 0 125.000.000 1.393.700 1,11

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kerja sama

Jumlah desa yang telah di Monev 
penyelenggaraan PADE-nya

1 Kegiatan 470.000 0,47 100.000.000 3.016.000 3,02

JUMLAH 6.320.500 0,89 710.000.000 50.181.700 7,07

2
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Capaian kinerja Misi, Tujuan dan Sasaran terwujudnya kebijakan strategis bidang

Pemerintahan Umum Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2020 pada Tribulan II dari segi Realisasi Anggaran

adalah anggaran yang melekat pada DPA Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten

Lamongan sebesar Rp. 710.000.000,- setelah refocusing berkurang Rp.

659.818.300,- menjadi Rp. 50.182.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.182.200

,- atau 100,00 %.
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Refokusing anggaran dan strategis/upaya pencapaian target kinerja tahun
2020

2
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IKU
PERANGKAT 

DAERAH

PROGRAM ANGGARA 
TH 2020 

SBLM 
REFOCUSI

NG

ANGGARA
N THN 
2020 

SETELAH 
REFOCUSI

NG

% STRATEGI/ UPAYA
PENCAPAIAN TARGET
KINERJA

1.Prosentase
Fasilitasi
Kerja Sama
Dalam
Negeri yang
dilakukan

2.Prosentase
Fasilitasi
Kerja Sama
Luar Negeri
yang
dilakukan

3.Prosentase

Fasilitasi 
dan 
Koordinasi 
Kebijakan 
Daerah 
Dalam 
Lingkup 
Penyeleng
garaan 
Kerja Sama 

710.000.00
0

50.182.200 7,07% Memanfaatkan
perangkat
komunikasi/media
elektronik dan pesawat
telepon dalam fasilitasi
dan koordinasi terkait
penyelenggaraan kerja
sama.



Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Bagian Kerja Sama

DOKUMENTASI SAKIP
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